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Content

01. Konsep Etika 

02. Kode Etik Pegawai Kemenkumham

03. Konsep Integritas

04. Hasil Survei Penilaian Integritas
Kemenkumham oleh KPK

Pengertian

Permenkumham No.20 Th.2017

Pengertian, Godaan Integritas, Dilema Integritas, 

Jurus Tingkatkan Integritas

Laporan SPI Kemenkumham Th.2023 
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05. Strategi Peningkatan Integritas
Upaya yang dilakukan



ETIKA
❖ Etika yang berasal dari bahasa Yunani “ethos”
❖ merujuk pada karakter, watak, kesusilaan atau adat istiadat.
❖ untuk dapat membedakan yang benar dan salah
❖ Sebagai dasar nilai moral menyangkut apa yang diperbolehkan atau

tidak diperbolehkan, baik atau tidak baik, pantas atau tidak pantas
(Ensiklopedia Nasional Indonesia, 1989: 205).
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Korupsi dan pelanggaran etika dilihat sebagai suatu kasus/kejadian (event)
perilaku terpola (pattern of behavior)
berdasarkan kebiasaan yang membudaya, dipengaruhi berbagai faktor sistemik
dan terstruktur (structure systemic) sehingga penanganannya bukan hanya
memerlukan sikap reaktif seperti pemberian sanksi /hukuman,

penanganan yang bersifat responsif berupa evaluasi dan formulasi peraturan baru,
diperlukan pemikiran generatif melalui upaya refleksi tentang bagaimana
seharusnya tindakan pencegahan
melalui perubahan pola pikir/mindset/culture-set atau mental model.
Pendidikan yang bersifat holistik dan integratif, mencakup pendidikan karakter yang 
mengarah pada proses penguatan keseimbangan aspek intelektual, emosional
maupun spiritual melalui keselarasan peran keluarga, sekolah dan
masyarakat, perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan.
Contoh : Pelaku korupsi itu semuanya orang intelektual (tidak diimbangi dengan

emosi yang terkontrol dan spiritual)

Event

Pattern of 
Behavior

Structure Systemic 

Mental Model

Reaktif

Responsif

Reflektif

Fundamental

Teori Iceberg (Maani & Cavana,2000)



Infrastruktur Etika

Sumber : 
OECD (Organization for Economic Coorperation and Development 

Agama

Ideologi Negara

UUD 1945

UU / Perpu

Ketentuan Formal Lain

Peraturan Internal K/L/P

Perintah Atasan

Prilaku Pejabat Publik dan 
Aparatur Negara

Norma Umum
Masyarakat
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Mejadi salah satu
indikator survei
penilaian integritas
KPK 



Pengertian
Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan 

dan ucapan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta
kegiatan sehari-hari

Kode Etik Kementerian Hukum dan HAM
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Permenkumham No.20 Th.2017

BAB I Pendahuluan (pasal 1)

BAB II Nilai Organisasi (pasal 2 sd 5)

Berisi Tata Nilai PASTI

BAB III Kode Etik dan Kode Perilaku (pasal 16 sd 22)

Berisi penjabaran kode etik Tata Nilai PASTI (yang wajib

dilakukan pegawai Kemenkumham)

BAB IV Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku (pasal

Berisi Komitmen, Majelis,,Pemantauan, Tatacara

Penegakan

BAB V Sanksi Moral dan Tindakan Administratif (pasal 23 sd 25)

Berisi Pelanggaran Kode Etik, Sanksi Moral dan 

Sanksi Administratif berdasar Majelis Kode Etik

BAB VI Ketentuan Peralihan (pasal 27)

Menyatakan 3 bulan sejak permenkumham ini terbit wajib

dilaksanakan

BAB VII Ketentuan Penutup (pasal 28 sd 29)

Menyatakan ketentuan kode etik sebelumnya tidak berlaku

Content

Nilai PASTI memiliki unsur

UTAMA Etika, meliputi :
a. profesional meliputi perilaku:

1) terpuji;
2) berkompeten; dan
3) berintegritas.

b. akuntabel meliputi perilaku:
1) bertanggung jawab;
2) berkinerja tinggi; dan
3) berkesinambungan.

c. sinergi meliputi perilaku:
1) bekerjasama;
2) bermitra; dan
3) solutif

d. transparan meliputi perilaku:
1) informatif; dan
2) aksesibilitas.

e. inovatif meliputi perilaku:
1) inisiatif;
2) kreatif; dan
3) pembaharuan.

Pasal 18
1. Majelis merupakan kelengkapan organisasi 

Kemenkumham memiliki tugas melaksanakan 
penegakan Kode Etik dan Kode Perilakus esuai dengan 
pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai;

2. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku bersifat ad hoc
3. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku dibentuk pada setiap Unit 

Eselon I dan Kantor Wilayah.
4. Pembentukan Majelis ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan

Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah.

Pasal 25
Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau terbuka.  
Tertutup disampaikan dalam pertemuan
tertutup yang dihadiri oleh Pejabat yang berwenang, atasan
langsung Pegawai dan Pegawai yang dikenakan sanksi, 
Sedangkan
Terbuka diumumkan pada saat upacara bendera atau forum 
resmi Pegawai dan papan pengumuman.
Pegawai Pegawai yang dikenakan sanksi moral harus membuat
pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan.

Sanksi Administratif diberikan pengenaan sanksi moral terhadap
Pegawai yang telah melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku
dianggap tidak cukup, direkmendasikan oleh Komite dan 
disesuaikan dengan permenkumham No.24 Th.2023 tentang Tata 
Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi pegawai dilingkungan
kemenkumham.

Permenkumham No.25 Th.2022 
ttg Kode Etik dan Kode Perilaku
APIP Kemenkumham

ITJEN



Integritas
bertindak secara konsisten

antara apa yang dikatakan

dengan tingkah lakunya

sesuai nilai-nilai yang dianut

(nilai-nilai dapat berasal

dari nilai kode etik di 

tempat dia bekerja, nilai

masyarakat atau nilai moral 

pribadi).

Sumber : kamus kompetensi perilaku KPK

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Memiliki integritas pribadi

Berkepribadian utuh (setiap Tindakan 
dan perilaku merujuk pada nilai moral 
dan etika)

Bersatunya perkataan dan perbuatan

Patuh pada Kode Etik yang telah
disepakati-Tidak melanggar sumpah
jabatan

Tidak tergoda melakukan
penyelewenang dengan wewenang
yang dimiliki :
❖ Konsumerisme & Hedonisme
❖ Tata Nilai dan Ukuran Moral 

Masyarakat yang salah
❖ Manusia terpakau dan terpedaya

oleh uang dan kekuasaan

Menjadi Panutan
Note :
Contohkan pengalaman TOF Prestasi dg diri sebagai pengurus RW
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Sumber : TOF Tunas 
Integritas –KPK-2018
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5823 
Pegawai

1492 
pengguna
layanan

92 
toko /ahli

RESPONDEN INTERNAL

EKSTERNAL

EKSPER

INDIKATOR PENILAIAN



Kemenkumham 71,92 (RENTAN)

Hasil Penilaian Per Jenis Responden
KEMENKUMHAM

RESPONDEN

MEKANISME



Risiko Korupsi dari sudut pandang eksper /pakar/ ahli

LEVEL   RISIKO



1. Menegakkan sanksi/hukuman
terkait pelanggaran perdagangan
pengaruh berdasarkan kode etik
dan/ atau regulasi internal lainnya
secara adil dan konsisten. 

2. Internalisasi larangan
perdagangan pengaruh terhadap
seluruh pegawai/pimpinan di 
instansi disertai contoh dari
pimpinan. 

3. Implementasi kebijakan, regulasi, 
dan mekanisme penanganan
benturan kepentingan di instansi. 

4. Mengintensifkan upaya
peningkatan integritas bagi calon
pimpinan/pejabat di instansi dan 
deklarasi konflik kepentingan yang 
dimiliki sebelum menjabat dan 
secara tahunan. 

5. Penguatan mekanisme
pengawasan internal untuk
mendeteksi perdagangan
pengaruh sebelum, saat, dan 
setelah pimpinan menduduki
jabatan

Rekomendasi KPK untuk KEMENKUMHAM

6. Intensifikasi, sosialisasi, dan 
kampanye kepada seluruh
pemangku kepentingan, 
terkait upaya pencegahan
yang telah dilakukan
khususnya yang berkaitan
dengan : 
a.Kebijakan, regulasi, dan 

mekanisme pelaporan/ 
pengelolaan gratifikasi

b.Penegakan sanksi/ 
hukuman penerimaan
suap/gratifikasi. 

c. Pelatihan dan komunikasi
rutin dengan
pegawai/pimpinan untuk
menciptakan perilaku yang 
menghindari penerimaan
suap/gratifikasi. 

d.Mekanisme pengaduan
tindakan suap/ gratifikasi
dan tindak lanjutnya, serta
perlindungan terhadap
pelapor baik dari pihak

internal maupun eksternal.

7. memperkuat sistem pengawasan internal dan internalisasi 
aturan pengelolaan benturan kepentingan dan hukuman 
/sanksi, jika terjadi penyalahgunaan perjalanan dinas, mark 
up anggaran, penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa, 
hingga penyalahgunaan honor kegiatan

8. Perbaikan mendasar terhadap upaya pencegahan korupsi
dalam proses pengadaan barang dan jasa yang sudah
dilakukan serta memastikan : 
a. Implementasi proses dan alur dari perencanaan hingga

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai
peraturan perundangundangan yang berlaku.

b. Internalisasi terkait dengan peran dan independensi unit 
kerja pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan
perundangundangan yang berlaku.

c. Penguatan mekanisme probity audit berkala untuk
mendeteksi adanya masalah dalam proses pengadaan
barang dan jasa. 

d. Mengintensifkan penggunaan vendor management 
system. 

e. Pengelolaan benturan kepentingan dalam proses 
pengadaan.

f. Penyesuaian proses pengadaan dan pembayaran secara
elektronik yang sudah disiapkan sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

9. Intensifikasi, sosialisasi, dan kampanye aturan mengenai
sistem merit dan pengelolaan benturan kepentingan dalam
pengelolaan SDM di seluruh tingkat jabatan di instansi



Strategi Peningkatan Integritas
Strategi-1



Reformasi 
Birokrasi

SAKIP

Manajemen
Risiko

Pengendalian
Korupsi

KAPIP

WBK/WBBM

Anggaran

Kinerja

dst

Strategi-2

why ???
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IMPLEMENTASI KEPMENKUMHAM NO…. TGL…. 
TENTANG PEMBANGUNAN INTEGRITAS

SERTIFIKASI - KPK

265 pegawai Kemenkumham ditetapkan
menjadi Duta Integritas (Kempemkumham
Th.2023)

Ahli Pembangun Integritas (API)
Penyuluh Anti Korupsi (PELOPOR)
Peltihan Internalisasi dan Aktualisasi Integritas
(PRESTASI)

PENINGKATAN KOMPETENSI MANAJEMEN RISIKO – BNSP
Kompetensi : CRMO, CRA, CRGP, CFra, dll
.

GLORIFIKASI INTEGRITAS DAN WBK/WBBM
Implementasi RB, SAKIP, SPIP, MR, peningkatan Satker
WBK/WBBM, Layanan Online, implementasi
Penghargaan dan Sanksi

PENINGKATAN KOMPETENSI SOFT SKIL INTEGRITAS
Sosialisasi/Internalisasi Benturan kepentingan,
Gratifikasi, pungli, Rohani-core value BerAkhlak dll
.

Strategi-3



Capaian Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Kementerian
Hukum dan HAM Tahun 2015 – 2023

PEROLEHAN SATKER BERPREDIKAT 

WBK DAN WBBM TAHUN 2015 s.d. 2023

Satuan Kerja Berpredikat WBK 220

Satuan Kerja Berpredikat WBBM 21

JUMLAH 241

USULAN  KE TPN

PEROLEHAN PREDIKAN WBK

PEROLEHAN PREDIKAT WBBM

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

68 52 5 13 143 520 477 25 114

- 1 - 10 39 72 49 3 67

- - - - 4 11 6 - -

21

220

634

0
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Satker WBBM Satker WBK Belum mendapatkan predikat

Uraian

27,54%

72,46%Strategi-4



Capaian Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Kementerian
Hukum dan HAM Tahun 2015 – 2023

NO UNIT KERJA JUMLAH SATUAN KERJA
Satuan Kerja

WBK

Satuan
Kerja

WBBM

Belum 
Mendapatkan

Predikat

%
Perolehan
Predikat

1
Unit Eselon I dan Unit Eselon II 
pada Eselon I

12 11 1 0 100%

2 Unit Kanwil 33 21 1 11 66,67%

3 Unit Pemasyarakatan 680 123 6 551 18,97%

4 Unit Imigrasi 139 59 13 67 51,80%

5 Unit BHP 5 - - 5 0%

6 Unit BPSDM 5 4 - 1 80%

7 Unit Sekjen - Pusdatin 1 1 - 0 100%

JUMLAH 875
220 21

634 27,54%
241



Simak video singkat, mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas
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Yuk!!!!
bersama kita

tingkatkan integritas, 
jaga kode etik dan 

kode perilaku
bermula dari diri kita

JAGA DIRI, JAGA KEMENKUMHAM DAN JAGA INDONESIA

Baca  bersama peserta



TERIMA KASIH
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Risiko bagi sebagian organisasi/individu adalah ketakutan akan kegagalan. Jika mereka

tidak mengambil risiko, mereka tidak mengalami kegagalan. Tetapi, kegagalan, seperti

halnya risiko, dapat menjadi guru yang hebat. Jangan biarkan rasa takut menghentikan

kita dari mengambil risiko untuk mencapai tujuan. 

Catherine Pulsifer

"Jangan pernah merampok karaktermu untuk memperkaya kantongmu." - James 
Lendall Basford

“Jika kamu menginginkan kesuksesan sejati dan abadi, kelilingi dirimu dengan orang-orang 
yang berintegritas." - Charles F. Glassman

Pergi kehujanan basah kuyup

Membawa makanan ternyata basi

Berbohong saja aku tak sanggup

Apalagi melakukan korupsi

pantun


